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I. PENDAHULUAN DAN DESKRIPSI KASUS
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah perusahaan asuransi jiwa milik negara (BUMN) tertua di Indonesia, berdiri sejak era kolonial Belanda. Perusahaan ini bergerak dibidang asuransi jiwa dan dana pensiun, melayani jutaan nasabah diseluruh nusantara. Kasus Jiwasraya adalah salah satu skandal keuangan dan pengelolaan anggaran terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Inti permasalahannya adalah manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan dana investasi nasabah, dan gagal bayar klaim yang merugikan negara hingga Rp 16,81 triliun serta ratusan ribu nasabah yang tidak dapat mencairkan polis mereka.

Kasus ini menjadi pelajaran penting dalam dunia penganggaran dan tata kelola organisasi karena menunjukkan bagaimana kelemahan sistem penganggaran (budgeting), minimnya pengawasan, dan lemahnya pengendalian internal dapat menghancurkan organisasi yang telah berdiri selama lebih dari satu abad.

II. KRONOLOGI KASUS
Pertama, pada tahun 2006-2012 Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan, produk asuransi berbalut investasi yang menjanjikan imbal hasil (return) 9%–13% jauh di atas deposito bank. Produk ini dipasarkan agresif namun tanpa perhitungan risiko yang memadai dalam anggaran perusahaan.

Kedua, pada tahun 2013-2016 dana nasabah yang terkumpul diinvestasikan ke saham-saham berkualitas rendah (saham gorengan). Pengelolaan dana tidak sesuai dengan perencanaan anggaran investasi yang seharusnya konservatif. Rekayasa akuntansi mulai dilakukan untuk menyembunyikan kondisi keuangan yang memburuk.

Ketiga, pada tahun 2017 Jiwasraya membukukan laba bersih Rp 360 miliar, namun laporan keuangan mendapat opini tidak wajar dari BPK. BPK menemukan perusahaan kurang mencadangkan dana premi sebesar Rp 7,7 triliun karena belum memperhitungkan penurunan nilai aset (impairment assets).

Keempat, pada tahun 2018-2019 laporan keuangan 2018 dinyatakan bersalah oleh OJK atas penyajian yang tidak akurat. Tahun 2019, Jiwasraya mencatatkan kerugian Rp 4,3 triliun dan mulai gagal membayar klaim JS Saving Plan yang jatuh tempo senilai Rp 802 miliar (Oktober 2018).

Terakhir, pada tahun 2020-2021 Kejaksaan Agung menetapkan tersangka dan melakukan penuntutan. Pengadilan Tipikor memvonis para pelaku. PT Jiwasraya resmi ditutup pada 31 Mei 2021 dan dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) untuk penyelesaian klaim nasabah.

III. INTI MASALAH DARI PERSPEKTIF ANGGARAN ORGANISASI
Akar masalah utama terletak pada kegagalan sistem penganggaran (budgeting) Jiwasraya bukan semata-mata kejahatan individual, melainkan cerminan dari lemahnya tata kelola anggaran organisasi secara sistemik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran. 

Berikut beberapa permasalahan yang terjadi dalam PT Asuransi Jiwasraya:
1. Perencanaan Anggaran yang Tidak Realistis
Produk JS Saving Plan dirancang dengan janji return 9–13% tanpa didukung oleh proyeksi anggaran investasi yang realistis dan prudent. Pembentukan produk yang salah sejak awal menyebabkan defisit anggaran yang terus membesar.
2. Minimnya Pengendalian dan Pengawasan
Investasi dana nasabah dilakukan ke aset berisiko tinggi tanpa mekanisme pengendalian anggaran investasi yang ketat. Auditor internal dan eksternal gagal mendeteksi penyimpangan selama bertahun-tahun.
3. Manipulasi Laporan Keuangan dan Anggaran
Manajemen melakukan rekayasa akuntansi untuk menyembunyikan kerugian nyata. Laporan keuangan yang disajikan tidak mencerminkan kondisi anggaran yang sebenarnya termasuk tidak mencadangkan Rp 7,7 triliun dana premi.


4. Pelanggaran Prinsip Good Corporate Governance
Terjadi pelanggaran terhadap empat prinsip etika akuntansi: integritas, objektivitas, kompetensi & kehati-hatian, serta perilaku profesional. Tidak ada transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan anggaran kepada publik dan regulator.
5. Lemahnya Peran Regulator dan Komisaris
OJK dan dewan komisaris tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Kondisi ini diperparah oleh fenomena rangkap jabatan komisaris BUMN yang menurunkan kualitas pengawasan anggaran dan kinerja perusahaan.
6. Skema Ponzi dalam Pengelolaan Dana
Kewajiban membayar klaim nasabah lama ditutup menggunakan dana nasabah baru, hal ini merupakan sebuah skema Ponzi yang tidak tercermin dalam anggaran resmi perusahaan dan menyembunyikan kondisi insolvensi yang sebenarnya.

IV. ANALISIS MENDALAM
Dari perspektif budgeting (penganggaran), kasus Jiwasraya dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama:
1. Kegagalan Anggaran Berbasis Risiko
Perusahaan asuransi wajib memiliki anggaran cadangan (reserve budgeting) yang mencukupi untuk membayar klaim di masa depan. Jiwasraya gagal memenuhi kewajiban ini: BPK menemukan kekurangan pencadangan dana premi sebesar Rp 7,7 triliun. Ini menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran tidak berbasis pada analisis risiko aktuaria yang benar, melainkan dimanipulasi untuk menampilkan kinerja yang baik di atas kertas.
2. Distorsi Anggaran Investasi
Dana yang seharusnya dikelola secara konservatif (sesuai regulasi perasuransian) justru diinvestasikan ke saham-saham berisiko tinggi. Keputusan investasi ini tidak sesuai dengan anggaran investasi yang seharusnya ditetapkan berdasarkan prinsip prudensial. Akibatnya, nilai aset anjlok drastis sementara kewajiban terus membengkak.

3. Fraud Triangle dalam Penganggaran
Analisis menggunakan Fraud Triangle Theory menunjukkan tiga kondisi yang memungkinkan kecurangan anggaran terjadi: (1) Pressure, tekanan untuk menampilkan kinerja positif dan membayar klaim; (2) Opportunity, lemahnya pengawasan anggaran oleh dewan komisaris dan regulator; (3) Rationalization, manajemen membenarkan tindakan manipulasi sebagai solusi sementara.

V. DAMPAK KASUS
Terdapat beberapa bidang yang terdampak dalam kasus ini, yaitu:
1. Keuangan
Kerugian negara mencapai ±Rp 16,81 triliun. Ratusan ribu nasabah tidak dapat mencairkan polis asuransi mereka, termasuk dana pensiun yang sudah dipersiapkan bertahun-tahun.
2. Sosial
Kepercayaan publik terhadap industri asuransi dan BUMN merosot tajam. Nasabah yang terdampak mayoritas adalah kelompok menengah ke bawah, pensiunan, dan masyarakat yang bergantung pada produk asuransi jiwa.
3. Pasar Modal
Kasus ini menciptakan efek domino terhadap pasar modal Indonesia. Saham-saham yang diinvestasikan Jiwasraya mengalami fluktuasi tajam dan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap tata kelola emiten di Bursa Efek Indonesia.
4. Hukum
Beberapa petinggi Jiwasraya dan pihak terkait divonis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Tipikor Jakarta (Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst). Negara juga harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk proses pemulihan melalui IFG Life.
5. Regulasi
Kasus ini mendorong reformasi regulasi industri asuransi: OJK memperketat pengawasan laporan keuangan, mewajibkan stress test berkala, dan memperbarui standar cadangan teknis (reserve) perusahaan asuransi di Indonesia.
6. APBN
Pemerintah terpaksa mengalokasikan anggaran negara untuk menyelesaikan klaim nasabah melalui skema restrukturisasi Jiwasraya, yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan dan rencana anggaran yang telah disiapkan sebelumnya.

VI. SOLUSI DAN REKOMENDASI
Dari kasus Jiwasraya, terdapat sejumlah solusi strategis yang relevan bagi pengelolaan anggaran organisasi ke depan:
1. Penguatan Sistem Pengendalian Internal
Implementasi sistem pengendalian internal yang independen dengan pemisahan fungsi yang jelas antara penyusun anggaran, pelaksana, dan pengawas. Audit internal harus berjalan secara berkala dan hasilnya dilaporkan langsung ke dewan komisaris independen.
2. Anggaran Bebasis Risiko (Risk-Based Budgeting)
Setiap komponen anggaran, terutama anggaran investasi, harus disusun berdasarkan analisis risiko yang komprehensif. Untuk perusahaan asuransi, wajib menyertakan analisis aktuaria dan stress test skenario terburuk dalam proses penyusunan anggaran.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan
Laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan harus dipublikasikan secara transparan kepada publik dan regulator. Penerapan standar pelaporan internasional (IFRS) secara penuh untuk meminimalisir ruang manipulasi laporan keuangan.
4. Penerapan Good Corporate Governance (GGG)
Implementasi GCG yang konsisten: komisaris independen yang benar-benar independen, komite audit yang aktif, dan mekanisme whistleblowing yang aman. Menghapus praktik rangkap jabatan komisaris yang melemahkan fungsi pengawasan anggaran.

5. Penguatan Peran Regulator (OJK dan BPK)
Regulator perlu memiliki akses real-time terhadap data keuangan dan anggaran perusahaan asuransi. BPK dan OJK harus berkolaborasi lebih erat dalam pemeriksaan keuangan BUMN, termasuk memperkuat ketentuan tentang cadangan teknis wajib.
6. Reformasi Budaya Organisasi
Membangun budaya organisasi yang menjunjung etika dan integritas dalam pengelolaan anggaran. Pendidikan etika profesi akuntansi yang intensif bagi seluruh jajaran manajemen, disertai sistem reward-punishment yang adil dan transparan.

V. KESIMPULAN
Kasus PT Asuransi Jiwasraya merupakan pelajaran berharga dalam studi penganggaran organisasi: bahwa anggaran bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis yang menentukan keberlangsungan organisasi. Ketika proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran diabaikan atau dimanipulasi, dampaknya bisa bersifat sistemik merugikan nasabah, negara, industri, dan kepercayaan publik secara luas.

Kasus ini menunjukkan bahwa penganggaran yang sehat membutuhkan tiga pilar: perencanaan yang realistis dan berbasis risiko, pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, serta pengawasan yang independen dan efektif. Tanpa ketiga pilar ini, bahkan organisasi setua dan sebesar Jiwasraya pun dapat runtuh.
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